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Pertegas Larangan
Rangkap Jabatan

Dalam permohonan uji marteri UL kementerian hegara ke MK rerungkap ada enam wakil menrteri
vang juga menjabat pimpinan BUMN. MK diminta mompertcgas larangan rangkap jobatan.

JAKARTA, KDOMPAS — Mahkamah
Konstitusi diminta untuk mem-
pertegas larangan rangkap ja-
batan bagi wakil menteri scperti
halnya  larangan serups bagi
menteri.  Larangan  terschut
penting karena ada sejumlah
angoota kabinet vang merang-
kap jabatan sebagnl komisaris
BLMMN sehingga dikhawatirkan
tidak dapat fokus menjalankan
tugas yang diembannya. la-
rangan itu juga penting untuk
mencegah adanva konflik ke-
pentingan vang potensial.

Permintaan, tersebut  diaju=-
kan oleh Direktur Eksckutif In-
donesia  Law & Democracy
Smdies Juhaidy Rizaldy Ro-
rington  melalui  permohonan
uji materi Pasal 23 Undang-1in-
ding Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara.
Permohonan tersebut sudah di-
register oleh MK pada Selasa
(11/3/2025).

Permohonan itu dilatarbela-
kangi oleh adanya wakil men-
leri (wamen) yang merangkap
jabatan  sehagai pimpinan
BUMN., Setidaknya  terdapat
enam wamen dari total 56 wa-
men vang merangkap jubatan
3 sai komisaris wakil komi-
sl dan satu wamen vang
menjadi chiel” operafing officer
(COON Badan Pengelola Inves-
tasi Daya Anagalan Nusantara
({BP1 Danantara).

Mereka adalah Wakil Men-
teri BUMMN Kartika Wirjoat-
modjo sekaligus Komisaris T
BRI {Persern) Thik, Wakil Men-
teri BUMN Aminuddin Ma'ruf
yang merangkap Komis
Perusnhaan  Listrik
(IPersero), dan Wamen BUMN
Dony (skaria sekaligus Wakil
Komisaris Utama PT Pertamina
(Persern). Dony juga menjabat

COHY BPT Danantara,

Masih ada lagi Wamen Ke-
uangan Suahasil Nazara yang
Juga Walkil Komisaris Utama PT
PLN (Persero), Wamen Imigra-
si dan Pemasyarakatan Siloy
Karim sekaligus Komisaris T
Telkom Indonesia, dan Wamen
Pertunian Sudaryono yang me-
rangkap Ketua Dewan Peng-
awas Perum Bulog

MK sehenarmyva sudah me-
negaskan di dalam putusannya
Nomor S0PUL-2KT12019
tentang larangan bagh wamen
merungkap jubalan sebagal ko-
misaris dansatau dewan peng-
awas BUMN. Putusan tersebut
telah. menegaskan status wa-
men sebugai pejabat sebagai-
mana halnya status vang di-
berikan kepada menteri. "De-
ngan status demikian, selurub
larangan rangkap jubatan yang
herlakuy bagi menteri. sebagai-
mana diatur dalam Pasal 2300
N 392008 berlako pula bawi
wamen. Pemberlakuan  demi-
Kian dimaksudkan agar wamen
fokus pada beban kerja yang
memerlukin penanganan seca-
ra khusus di kementeriannya
sebagai alusan perlunya diang-
kat wamen di kementerian fer-
tentuw.”

(Meh Karena sudah ditegsas-
kan dalam putusan No 80,2019
secara jelas (expressive verbis)
balwa ketentuan Pasal 23 UL
Mo 392008 juga berlaku untuk
wamen, Juhaidy meminta ME
untuk memaknai frasa "men-
teri” dalam pasal rersebut se-
panjang tidak dimaknai “men-
teri dan wakil menteri™

Selain i, rangkap jabatan
wimen jugn dilarang di dalam
LT Mo 12025 tentang BUMN
dan UU No 252000 tentang

Pelavanan Publik, Pasal 17 hu-
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ruf a UL No 2520009 mene-
#askan,  pelaksana  pelavanan
pubdik dilarang merangkap se-
bagai komisaris atou pengurus
arranisasi usaha, ulamanys bagl
poelaksana dari lingkungan
instansi  pemerintah, BUMN,
dan BUMIY Scmentara Pasal
278 UU BUMN menvebultkan
dewan komisaris dilarang me-
rangkap jabatan sebagai: b jo-
batan lain sesuai dengan ke-
tentuarn peraturan perun-
dang-undangan,

YSecara jelas dan nyata (e
Dressive vierbis) Kevmisars
dansataun dewan pengawas di-
larang merangkap jobatan ko-
misaris  karena  berhubungan
dengan pelayanan publik Ceueb-
lie service obligation), apalagi
berpotensi besar  muasuknyva
komflik kepentingan apabila wa-
men menjadl komisars
dan ataun dewan pengawasan di
BUMMN." kata Juhaidy dalam
permobhonamnye,

Jabatan  komisaris  BUMN
wvanyg disandany oleb Liga wii-
men BUMMN sangat kental de
ngan konflik kepentingan, Jadi,
menurut pemabon, hal it pa-
tut diminimadkan dengan ber-
hagai aturan vang eghd anik
menghindari  segala kemung-
kinan buruk vang mungkin ter-
jadi di tubuh BUMN itu sendiri.

Pengangkatan komisaris  dan
dewan pengawas  di BUMMN
wvang  Ldak  transparan me-

nyvebabkan  lemahnya  penga-
wasan di BUMMN

Perbandingan negara lain

Mengutip catatan Indonesia
Corraption Watcly, terdapat 119
perkara di perusahaasn palat
merah tersebut dalam  kurun
waktu 2016-202]1 dengan total
kerugian hingoa Rp 497 riliun,

Adapun jumlah tersangka dari
lingkungan BUMN  sebanwvak
210 orang dari berbagai level,
pegaani. hingga dircktur.

Pemohon jugs membanding-
kan dengan pralktik yang terjadi
i megaora lain, muisalnya dn Arme-
rika Serikat dan Italia. I AS,
pengatluran serupa tertuang
dalam Clayton Act wvang me-
wvebutkan seseorang tidak da-
prat menjabat pada saab yang
sama schagai dircktur ataupun
pejabatl pads dous perussahaan
{sclain bank, asosiasi perban
kan, dan perusahaan perwali-
anj.

D Italia, larangan rangkap
jabaran ita diater di T No 2401,
6 Desember 2001, wving  me-
nwyebutkan  pemimnpin, kantor
manajemen, pengewasan. cdan
kontrol serta para pejabat se-
nior perusabann vang berope-
ragi i hidang Kredir, sswransi,
dan. keuangan  dilarang  ataa
menjalankan posisi yvany sama
pada pemisahaan atau kelom-
pok perusahoan peesaingd

Hingen Selasa sore. MK be-
Tum menjadwialkon sidang pe-

meriksaan  terhadap permao-
honan Jubaidy.
Titik celah

Sehelumnva, seperti diberi-

takan Kompas.id, Senin (24,2},
peneliti Institule for Develop-
ment of Economics and Fi
nance  (Indefd, Andry Satrio
Mugroho, memandang adanya
rangkap peran operator sebhagai
repulator dalam sbrukiur Da-
nantara menjadi titik celah da-
lam pengawasan dan akunta-
hilitas dari lemnbaga ini.

"Jadi, dalam struktur Danan-
tara saat ini, menteri akan
mengawonst  menteri. Menteri
Investasi dan Hhilirisasi {Bosan

Hoeslani) serta Wakil Menteri
BUMM selaku CEO dan COO
Danantara akan dizwasi oleh
Menteri BUMMN (Erick Thohir
selaku Ketua Dewan Pengawas
Danantara,™ kata Andry

Menurul dia adanya rangkap
peran dan jabatan tent akan
memicu pertanvian bagn pelaka
pasar dan investor global rerkait
aluntabilitas dari Danantara.
Tasalnya,  fungsl pengassasan
dan operasional akan berpo-
tensi bias,

"Adanva Menteri BUMN sc
b pengaeas dan Wakil Men-
teri BUMMN sehagai kepala ope-
rasional. menurut savi, jug jads
sentimen hahwa Kementerian
BLUNMM tidak mau melepas (pe-
ran mercka) hegitu saja ke Da-
nantara.” kata Androe

Adapun hal lain yang perin
diperhatikan adalah masil ado-
nya BLIMMN vang dikelola 1a-
nantara menyelenggarakan tu-
as  pelavanan  publik  Cpofdic
service obligation /PSSO, scpertl
T Pertumina {Persero) dan PT

Perusahaan  Listrik MNegara
Merserod.
Andry menilai BUMMN  de-

ngan PSSO dapat tergoda meng-
sunakan aset strafegisnya um-
tuk tujuan  investasi alih-alih
fokus terhadap layvanan publik
wvang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masvarakal, Di-
khawatirkan BUMXN dengan -
gas pelavanan malah akan me-
mangkas subsidi secara perla-
han untuk mengejar target in-
westasi.

"PSO ind menjadi perhatian
investor Karena masih vang ne-
gara untuk program  lavanan.
Sehamsnva dipikirkan oleh Da-
nantara karena hisa menimbanl-
kan keraguan  investor,”  uajarc
Andry. (ANAY
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